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Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upayak utegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata selpgglmiman perilaku dalam lalu
lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidbpamasyarakat dan bernegara.
Ditinjau darisudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subgigy
luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya peaaglalkum oleh subjek dalam arti
yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, prpesegakan hukum itu melibatkan
semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukumpa S&a yang menjalankan aturan
normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakgkauatu dengan mendasarkan diri
pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti @igjalankan atau menegakkan aturan
hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknyapeenegakan hukum itu hanya diartikan
sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentikk uménjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana uselgar Dalam memastikan
tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturegak hukum itu diperkenankan
untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditidgusudut objeknya, yaitu
dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannygajmencakup makna yang luas dan
sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mamgadula nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupuai-nilai keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, pekeagaukum itu hanya menyangkut
penegakan peraturan yang formal dan tertulis &&geena itu, penerjemahan perkataan
‘law enforcementke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan aankipénegakan
hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan isti@mnegakan peraturandalam
arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturamrhukang tertulis dengan cakupan
nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan jugabtul dalam bahasa Inggeris sendiri
dengan dikembangkannya istildhe rule of law’ versus the rule of just lawatau dalam
istilah ‘the rule of law and not of mawersus istilaHthe rule by law'yang berartithe
rule of man by law’'Dalam istilah'the rule of law'terkandung makna pemerintahan oleh
hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, m&en mencakup pula nilai-nilai
keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itgurthkan istilah'the rule of just
law. Dalam istilah‘the rule of law and not of mamdimaksudkan untuk menegaskan
bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negamarhuhkodern itu dilakukan oleh
hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalarule by law'yang dimaksudkan
sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunak&umhwsekedar sebagai alat
kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yhmgksud dengan penegakan
hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakulintuk menjadikan hukum, baik
dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti eniat yang luas, sebagai pedoman
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perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh pabjek hukum yang bersangkutan
maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmii dimas dan kewenangan oleh
undang-undang untuk menjamin berfungsinya normaiadrukum yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari péngeeng luas itu, pembahasan kita
tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sdvatiais-batasnya. Apakah kita akan
membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakamrmhiu, baik dari segi
subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanymbakas hal-hal tertentu saja,
misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifjga Blakalah ini memang sengaja
dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenailukeban aspek yang terkait
dengan tema penegakan hukum itu.

PENEGAKAN HUKUM OBJEKTIF

Seperti disebut di muka, secara objektif, normiuhu yang hendak ditegakkan
mencakup pengertian hukum formal dan hukum matektikum formal hanya
bersangkutan dengan peraturan perundang-undangen tggulis, sedangkan hukum
materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai kéadiyang hidup dalam masyarakat.
Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orammbedakan antara pengertian
penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakamtdapat dikaitkan dengan
pengertiarflaw enforcementtalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dadam
luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan denganegakan keadilan. Dalam bahasa
Inggeris juga terkadang dibedakan antara konsepgsit of law’ dalam arti pengadilan
hukum dan court of justice’atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semaagat
sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat diselbagan istilahSupreme Court
of Justice

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskaahvea hukum yang harus
ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma atutansendiri, melainkan nilai-nilai
keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang adttridoyang membedakan antara
tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkdemg dan perdata. Dalam perkara
perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kederformil belaka, sedangkan
dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mendtan menemukan kebenaran
materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yamgyus diwujudkan dalam peradilan
pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itudsememang seharusnya mencari
dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkadilan materiel. Kewajiban
demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupuragangan hukum perdata.
Pengertian kita tentang penegakan hukum sudahusstyar berisi penegakan keadilan itu
sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan @kaegkeadilan merupakan dua sisi
dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya menggnietentuan tentang
hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukatand lalu lintas hukum. Norma-
norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisiusan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karenaséditara akademis, sebenarnya,
persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memamgamgkut konsepsi yang niscaya
ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadiEamDsetiap hubungan hukum
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terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajibaarseparalel dan bersilang. Karena
itu, secara akademis, hak asasi manusia mesting@ahgi dengan kewajiban asasi
manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejasabie ihak asasi manusia itu sendiri
terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yamgbul dalam kaitannya dengan
persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan diarganisasikan ke dalam dan
melalui organ-organ negara, seringkali terbuktiahgkan penindasan dan ketidakadilan.
Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasdindungan dan penghormatan
terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindut@a penghormatan hak asasi
manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiramgenai pembatasan kekuasaan
yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusisnadi. Aliran konstitusionalime inilah
yang memberi warna modern terhadap ide-ide demiodtaaisnomokrasi (negara hukum)
dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusidedhadap hak asasi manusia
dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada daléapseegara hukum yang demokratis
(democratische rechtsstgatataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum
(constitutional democragy

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manussalienarnya terkait erat dengan
persoalan penegakan hukum dan keadilan itu se@rena itu, sebenarnya, tidaklah
terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakak asasi manusia secara
tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusiatddgegakkan? Bukankah yang
ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitasgymenjamin hak asasi manusia itu,
dan bukannya hak asasinya itu sendiri? Namun, dplaktek sehari-hari, kita memang
sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa mengguniskiéah penegakan ‘hak asasi
manusia’. Masalahnya, kesadaran umum mengenai dlakdasi manusia dan kesadaran
untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di lgdanmasyarakat kitapun memang
belum berkembang secara sehat.

APARATUR PENEGAK HUKUM

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengesttusi penegak
hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalamsampit, aparatur penegak
hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi,
penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipraggrakatan. Setiap aparat dan
aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yangsdregkutan dengan tugas atau
perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporau giengaduan, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhansvdan pemberian sanksi, serta upaya
pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukumtdtdapat tiga elemen
penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi @gak hukum beserta berbagai
perangkat sarana dan prasarana pendukung dan srakakerja kelembagaannya; (ii)
budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, tetkmasmgenai kesejahteraan aparatnya,
dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baieria kelembagaannya maupun
yang mengatur materi hukum yang dijadikan standajak baik hukum materielnya
maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum sesiastamik haruslah
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memperhatikan ketiga aspek itu secara simultanngega proses penegakan hukum dan
keadilan itu sendiri secara internal dapat diwuardkecara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan heslee dengan kinerja penegakan
hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juganemniekan analisis yang lebih
menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya Slaimea saja dari keseluruhan
persoalan kita sebagai Negara Hukum yang menda&ari upaya menegakkan dan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat hedgca. Hukum tidak mungkin akan
tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum meamunkan perasaan atau nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukunk tmangkin menjamin keadilan
jika materinya sebagian besar merupakan warisaa taksyang tidak sesuai lagi dengan
tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hatlagan saja berkenaan dengan upaya
penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atabystan hukum baru. Karena
itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan gerngang seksama, yang yaitu (i)
pembuatan hukumtfie legislation of lawatau law and rule making; (ii) sosialisasi,
penyebarluasan dan bahkan pembudayaan huswoeralization and promulgation of law
dan (iii) penegakan hukunthé enforcement of Igw

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) adminstrasuhul¢he administration of
law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh peantahan (eksekutif) yang
bertanggungjawaba¢countable¢. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan
sistem hukum dapat disebut sebagai agenda pensing keempat sebagai tambahan
terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalantuagj‘the administration of lawitu
mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules emgguian tata administrasi hukum
itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misaldapat dipersoalkan sejauhmana
sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produkuimuyang ada selama ini telah
dikembangkan dalam rangka pendokumentasian pengperaturanrégely, keputusan-
keputusan administrasi negafae¢chikkings ataupun penetapan dan putusaaniy
hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahenm plisat sampai ke daerah-daerah.
Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimenmgkin akses masyarakat luas
terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapbuka? Jika akses tidak ada,
bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat daphtptal aturan yang tidak
diketahuinya? Meskipun ada tedfiktie’ yang diakui sebagai doktrin hukum yang
bersifat universal, hukum juga perlu difungsikanbeggmi sarana pendidikan dan
pembaruan masyarakaoCial reforn), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan
hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialidasi pembudayaan hukum secara
sistematis dan bersengaja.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



